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ABSTRAK 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang Perkawinan 

menentukan batas umur untuk menikah bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita  

berusia 16 tahun. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur, 

maka kedua calon mempelai setidaknya telah berumur sesuai dengan ketentuan 

yang ada dalam Undang-undang Perkawinan tersebut. Apabila ada pihak yang 

belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang 

Perkawinan maka diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain 

yang ditunjuk oleh pihak orang tua kedua mempelai. Oleh karena itu, Pengadilan 

sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam pemberian dispensasi 

perkawinan di bawah umur, dimana Hakim sebagai subyeknya haruslah bertindak 

lebih bijaksana dan berhati-hati, sehingga tidak mudah untuk memberikan 

dispensasi tersebut. Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai 

pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan M. Alvin Faiz yang 

menikah di bawah umur (usia ±17 tahun) dengan calon mempelai isteri yaitu 

Larissa Chou. Alasan yang diajukan pada saat itu, salah satunya ialah ingin 

menghindari perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam serta telah 

mempunyai keinginan untuk menikah dan mendapatkan restu dari keluarga baik 

mempelai laki-laki maupun wanita.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-

empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif 

analitik. Lokasi penelitian dilakukan di Cibinong, Bogor, penyusun 

mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara wawancara dan dokumentasi di 

Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

diperlukan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan 

Agama Cibinong dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan M. 

Alvin Faiz, hakim telah memeriksa bukti-bukti surat dan telah mendengarkan 

keterangan dari para saksi yang ada. Kemudian hakim berpendapat, bahwa 

dispensasi yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 8 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi rukun dan syarat 

perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam. 

Dengan demikian, permohonan dispensasi perkawinan M. Alvin Faiz yang 

diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan. 

 

Kata kunci: pertimbangan, perkawinan di bawah umur, dispensasi perkawinan. 
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MOTTO 

 

“Melak Cabe jadi Cabe, Melak Bonteng jadi Bonteng.  

Melak Hade jadi Hade, Melak Goreng jadi Goreng.” 

(Apa yang ditanam itulah yang dituai. Kalau kita menanam 

kebaikan sekecil apapun tetap akan dibalas kebaikan pula, kalau 

kita menanam keburukan maka keburukan pula yang didapat). 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Ku persembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang selalu 
bertanya:  

Sampe bab berapa skripsimu ? Skripsimu wes di ACC ? Skripsimu wes rampung 

?  

 

Terutama ku persembahkan Skripsi ini untuk  

kedua orang tuaku tercinta. 

Bapakku yang slalu bertanya:  

“Nce, tos beres skripsina ? aya keneh kangge jajanna ?” 

Mamahku yang slalu bilang: 

“Nce, kade nya belajar sing leres karunya ka bapak, kudu prihatin”. 

(Terima kasih Pak, Mah atas kasih sayangnya, pengorbanan 

sampe saat ini dan doa yang slalu kalian panjatkan kepada Allah 
SWT, hanya demi anak-anak tercintanya sukses dan berguna) 

dan 

Adikku yang slalu bertanya:  

“A, iraha uih ? dede nyalira wae di bumi”. 

 

“_Sebaik-baik Skripsi adalah Skripsi yang selesai. 

Baik tepat waktu maupun tidak tepat waktu_” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan 

tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam 

skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara 

garis besar urutannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ة

 د

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

 ش

 ض

Alif 

Bâ‟ 

Tâ‟ 

Sâ‟ 

Jim 

Hâ‟ 

Kha’ 

Dâl  

Zâl  

Râ‟ 

Zai 

Sin 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ś 

j 

ḥ  

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

Tidak dilambangkan 

Be 

Te 

Es (dengan titik di atas) 

Je 

Ha (dengan titik di bawah) 

Ka dan ha 

De 

Zet (dengan titik di atas) 

Er 

Zet 

Es 
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 غ

 ص

 ض

 غ

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 و

ٌ 

ٔ 

ِ 

 ء

٘ 

Syin 

Sâd 

Dâd 

Tâ‟ 

Zâ‟ 

‘Ain 

Gain 

Fâ‟ 

Qâf  

Kâf 

Lâm 

Mîm 

Nûn 

Wâwû 

Hâ‟ 

Hamzah 

Yâ‟ 

sy 

ṣ  

ḍ  

ṭ  

ẓ  

’ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

’ 

y 

es dan ye 

Es (dengan titik di bawah) 

De (dengan titik di bawah) 

Te (dengan titik di bawah) 

Zet (dengan titik di bawah) 

Koma terbalik di atas 

Ge 

Ef 

Qi 

Ka 

El 

Em 

En 

We 

Ha 

Apostrof 

Ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 يتعقديٍ

 عدح

ditulis 

ditulis 

Muta’aqqidina 

‘iddah 
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C. Ta’ Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan, ditulis h. 

 ْجخ

 جصيخ

ditulis 

ditulis 

Hibah 

Jizyah 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ’ditulis Karâmah al-Auliya الأٔنيبء كسايخ

3. Bila Ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakâh al-Fitri اانفطس شكبح

 

D. Vokal Pendek 

 فٓى

 ظسة

 كتت

Kasrah 

Fathah 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

i (fahima) 

a (d}araba) 

u (kutiba) 

 

E. Vokal Panjang 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

fathah + alif 

 جبْهيخ

fathah + ya’ mati 

 يععٗ

kasrah + ya’ mati 

 كسيى

dammah + wawumati 

 فسٔض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

â 

jâhiliyyah 

â 

yas ‘ā 

ī 

karim 

ū 

furūḍ  

 

F. Vokal Rangkap 

1 

 

2 

 

Fathah + ya’ mati 

 ثيُكى

Fathah + wawumati 

 قٕل

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

Bainakum 

Au 

Qaulun 

 

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 أأَتى

 أعدد

شكستى نئٍ  

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U’iddat 

La’insyakartum 
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun 

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 انقساٌ

 انقيبض

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ ân 

Al-Qiy âs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 انعًبء

 انشًط

ditulis 

ditulis 

As-Sam â’ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

انفسٔض ذٔ٘  

انعُخ أْم  

ditulis 

ditulis 

zawī al-furūḍ  

ahl as-sunnah 

 

J. Huruf Kapital 

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
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yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata 

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri 

bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: 

ِّ انْقُسْا ٌ َْصِلَ فِيْ ٌَ انّرِٖ ا ْٓسُ زَيَعَب  Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur‟ān شَ

K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan 

sebagainya. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan 

sebagainya. 

c. Nama pengarang yang menggnakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh dan sebagainya. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, 

Hidayah, Taufiq, Al-Ma‟arif dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, 

di samping itu juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya 

mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai 

hubungan keperdataan tetapi di sisi lain perkawinan juga memuat unsur 

sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti 

bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan 

peraturannya masing-masing. 

Dalam ajaran Islam sendiri bahwa perkawinan merupakan 

sunatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara 

yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan kehidupan manusia dalam 

mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup. Terdapat pula dalam Al-

Qur‟an bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang kokoh dan 

perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalidhan), untuk itulah maka 

perkawinan harus dilakukan secara benar.
1
 

Perkawinan juga termasuk perbuatan yang disuruh oleh Allah dan 

juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur‟an 

                                                           
1
 Wasman dan Wardah N, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 

2011), hlm. 30-33. 
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untuk melaksanakan perkawinan.  Di antaranya firman Allah SWT yang 

berbunyi:  

يغُٓى انهّّ يٍ فعهّ ٔانهّّ  فقسآء الايبيٗ يُكى ٔانصهحيٍ يٍ عجبدكى ٔايآئكى اٌ يّكَٕٕا ٔأَكحٕا

 ٔاظع عهيى
1

 

Sehingga Islam memberi patokan untuk menikah dengan kemampuan 

(istito‟ah) yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi 

nafkah lahir bathin kepada istri maupun kemampuan mengendalikan emosi 

yang menguasai dirinya. Apabila kemampuan tersebut ada, maka ajaran 

agama mempersilakan seseorang untuk menikah. Namun jika belum 

mampu, maka dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu.
2
 Hal ini seperti 

yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW:  

يبيعشسة انشجبة يٍ اظتطبع يُكى انجبءح فهيتصٔج فإَّ أغط نهجصسٔاحصٍ نهفسج ٔيٍ نى 

يعتطع فعهيّ ثبنصٕو فإَّ نّ ٔجبء
3

 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa perkawinan diatur 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya dalam Undang-

undang perkawinan Pasal 1 menyebutkan, perkawinan itu ialah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal 

                                                           
1
 An-Nūr (24): 32. 

2
 A. Zuhdi Muhdlor, Cet. ke-2, Memahami Hukum Perkawinan, (Bandung: al-Bayan, 

1995), hlm. 18.  

3
 Abi „Abdillah Muhammad Ibn Ismā‟il al-Bukhārī, Sahīh al-Bukhārī, (Beirut: Dar al-

Fikr, t.t), VI: 143. 
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berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4
 Kemudian di dalam Undang-

undang tersebut diatur juga tentang batas usia minimal untuk 

melangsungkan perkawinan ialah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun 

untuk perempuan.  

Di dalam Undang-undang tersebut pemerintah telah menentukan 

batasan umur untuk menikah dengan tujuan untuk mencegah banyaknya 

pernikahan dini di kalangan remaja yang masih di bawah umur. 

Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana 

sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan 

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, 

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi 

unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.
5
 

Dengan melangsungkan perkawinan masih banyak pula 

persyaratan-persyaratan dan batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh 

seseorang yang akan menikah. Mengingat pernikahan merupakan ikatan 

batin antara laki-laki dan perempuan yang diharapkan menjadi ikatan yang 

langgeng bukan hanya untuk jangka waktu tertentu sehingga untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya kesiapan-kesiapan dari kedua 

belah pihak baik secara mental maupun material.
6
 

                                                           
4
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

5
 Mohd. Idris Ramulyo, Cet. 1, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 

hlm. 2-3. 

6
 Abdurrahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 22. 
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Di dalam perkawinan di samping menghendaki kematangan 

biologis juga psikologis, penjelasan Undang-undang perkawinan juga 

menyatakan bahwa calon suami-isteri itu harus mampu secara lahir dan 

bathin untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir 

pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena 

itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih 

di bawah umur.
7
 

Dilihat dari segi budaya dan tradisi terdapat beberapa daerah di 

Indonesia yang menganggap bahwa perkawinan di bawah umur 

merupakan tindakan biasa, umpamanya masyarakat Indramayu Jawa Barat 

berkeyakinan orang tua untuk tidak menolak pinangan pertama kepada 

anak perempuannya, karena penolakan tersebut akan mengakibatkan 

anaknya sulit memperoleh jodoh.
8
 Dan masih banyak lagi tradisi di kota 

yang lainnya, sehingga perlu adanya pemberitahuan atau penjelasan 

terhadap kasus perkawinan di bawah umur kepada masyarakat setempat. 

Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya 

harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta 

kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus-menerus dari 

generasi kegenerasi. Selain itu agar setiap anak mampu memikul tanggung 

jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya 

                                                           
7
 K. Wancik Shaleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 

hlm. 26. 

8
 Kustini, Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan 

Perkawinan Tidak Tercatat, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), hlm. 89.  
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untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, 

maupun sosial.
9
 

Pada tanggal 6 Agustus 2016 lalu, dunia sosial banyak yang 

memberitakan pernikahannya putra sulung Ustad Arifin Ilham, 

Muhammad Alvin Faiz dengan seorang muallaf keturunan Tionghoa, 

Larissa Chou. Tentu ini salah satu pernikahan yang berbeda dengan yang 

lain. Pernikahan keduanya sempat diperbincangkan banyak orang karena 

dilangsungkan di usia yang sangat belia. Alvin menikah saat usianya baru 

17 tahun, sementara Larissa Chou saat itu berumur 20 tahun dengan alasan 

menikah yaitu salah satunya untuk menghindari perbuatan zina atau yang 

dilarang oleh agama. Pernikahan ini tentunya mengejutkan banyak pihak 

mengingat di Indonesia, menikah dalam usia di bawah 20 tahun dianggap 

sesuatu yang tidak wajar. Oleh karena itu, untuk bisa melangsungkan 

pernikahan tersebut ia harus mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama 

karena usianya belum mencapai batas minimal. 

Pernikahan ini pun tidak terlepas dari tindakan kebijakan hakim 

yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Walaupun tindakan 

hakim sendiri dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah itu 

sendiri memiliki sandaran hukum yaitu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Pasal 7 ayat (2) yang di dalamnya memperbolehkan seseorang untuk 

                                                           
9
 Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, Cet. 1, Hukum 

Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), hlm. 11. 
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mengajukan permohonan dispensasi nikah.
10

 Tentu saja, dalam 

menghadapi persoalan seperti ini seorang hakim dibutuhkan kompetensi 

kapabilitas dalam melakukan interpretasi terhadap pasal-pasal yang secara 

tampak saling bertentangan. 

Mengingat bahwa kebanyakan perizinan atau dikabulkannya 

permohonan dispensasi perkawinan oleh suatu pengadilan, tidak terlepas 

dari adanya suatu alasan yang cukup kuat sehingga dapat dikabulkannya 

suatu permohonan tersebut. Misalnya, karena by accident atau telah 

berhubungan badan di luar ikatan perkawinan yang menimbulkan pada 

hamilnya di luar nikah. Sehingga seorang hakim dapat mengabulkannya 

dengan alasan demi menyelamatkan anak yang ada di dalam 

kandungannya. Berbeda sekali dengan kasus di atas, dimana kedua 

mempelai tersebut tidak terdapat hal yang demikian. Maka, alangkah 

baiknya perkawinan itu terjadi setelah memasuki usia yang telah 

ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun terdorong untuk 

melakukan sebuah penelitian seputar pertimbangan hakim dalam 

mengabulkan dispensasi nikah dalam kasus perkawinan di bawah umur 

yang kemudian penyusun menguraikannya dalam sebuah judul penelitian 

“Perkawinan Di Bawah Umur (Kajian Kasus Muhammad Alvin Faiz  

Putra Ust. Arifin Ilham)” 

B. Pokok Masalah 

                                                           
10

 Undang-undang Perkawinan. 
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1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 

0391/Pdt.P/2016/PA. CBN? 

2. Mengapa permohonan dispensasi nikah M. Alvin Faiz itu dikabulkan 

oleh hakim ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini 

mempunyai tujuan yaitu:  

a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

nomor 0391/Pdt.P/2016/PA. CBN. 

b. Untuk menjelaskan alasan seorang hakim dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi nikah dari M. Alvin Faiz. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini berupa sumbangsih pemikiran maupun 

kontribusi ilmiah yang harapannya dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum 

Perdata yang termasuk dari salah satu rumpun hukum yang menjadi bagian 

dari Program Studi Ilmu Hukum. 

b. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam mengembangkan 

wawasan, ilmu, serta penerapannya di bidang Hukum Perdata. Maka  

diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan pemahaman 
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masyarakat sehingga dapat menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat 

untuk aktif dan menjalankan aturan hukum yang sebagaimana berlaku. 

Sehingga masyarakat umum dapat memahami usia nikah yang sangat erat 

kaitannya dengan keharmonisan dalam berumah tangga yang akan 

dibangunnya kelak. 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti 

menemukan beberapa karya ilmiah yang temanya hampir sama, namun 

belum ada yang membahas secara detail tentang pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara nomor 0391/Pdt.P/2016/PA. CBN dalam kasus 

perkawinan di bawah umur. Sehingga, untuk menguatkan proses penelitian 

ini maka peneliti berusaha menghindari plagiat data dengan cara 

menyertakan sumber-sumber dalam penulisan penelitian, maka penelitian 

ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu yang 

membahas tentang perkawinan di bawah umur pula. Adapun beberapa 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut:  

Skripsi karya Alfin Nuri Azriani.
11

 Jenis penelitian dalam skripsi 

ini yaitu library research, yang membahas tentang pandangan Al-Qur‟an 

terhadap pernikahan dini, ketentuan pernikahan dini dalam hukum 

Indonesia dan konstektualisasi penafsiran ayat terhadap kasus Alvin Faiz 

dan Larissa Chou. Hasil dari skripsi ini bahwa skripsi ini ditinjau dari 

                                                           
11

 Alfin Nuri Azriani, “Pernikahan Dini dalam Al-Qur‟an (Studi Kasus Alvin Faiz dan 

Larissa Chou)”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya (2017). 
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penafsiran ayat Al-Qur‟an bahwasannya menikah sebelum usia yang 

ditentukan sama halnya dengan menikah di usia dini. Secara psikis usia 

Alvin Faiz belum matang secara sempurna, tetapi hal tersebut dapat 

diimbangi dengan psikis istrinya yang lebih tua.
12

 Berbeda dengan 

penelitian yang penyusun ambil, di mana penyusun lebih kepada 

pertimbangan seorang hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi 

perkawinan dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur. 

Skripsi karya Basar Dihuraisyin.
13

 Dalam skripsi ini disimpulkan 

bahwa dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam perkara No. 

0031/Pdt.P/2012/PA.Yk adalah kaidah fikih dar‟un al-mafasid 

muqaddamun „ala jalbin al-mashalih. Kemudian pertimbangan hakim 

yang digunakan adalah melihat indikasi perbuatan calon mempelai laki-

laki dan perempuan yang sudah mendekati zina, seperti menginap dalam 

satu rumah dan keluar malam bersama. Berbeda dengan penelitian 

penyusun, di mana penyusun meneliti kasus perkawinan di bawah umur 

dengan objek kasus putra sulung ustad Arifin Ilham yang menikah dalam 

usia yang belum memenuhi ke dalam persyaratan usia untuk menikah. 

Skripsi karya M. Donny Kusuma.
14

 Dalam skripsi ini disimpulkan 

bahwa peneliti lebih cenderung melihat kepada kondisi dan faktor-faktor 

                                                           
 

13
 Basar Dikuraisyin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah 

disebabkan khawatir zina (Studi Terhadap Penetapan No. 0031/Pdt.P/2012/PA.Yk)”, Skripsi UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 2014. 

14
 M. Donny Kusuma, “Perkawinan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap 

Keharmonisan Dalam Keluarga (Kasus di Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat 

Lampung)”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 2016. 
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yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan 

Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung. Baik dari faktor tradisi, 

hasrat pribadi (biologis), ataupun faktor yang lainnya. Sehingga berbeda 

dengan apa yang penyusun teliti di dalam skripsi ini, penyusun melakukan 

penelitian kasus perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama 

Cibinong tempat terjadinya perkara ini di mulai (permohonan dispensasi 

perkawinan), dengan kasus perkawinan nya putra sulung ustad Arifin 

Ilham. 

Skripsi karya Kholifatun Nur Mustofa.
15

 Di dalam skripsi tersebut 

membahas tentang penetapan dispensasi dari segi pertimbangan hakim 

melalui kaidah-kaidah fiqhiyah atau hukum islam dengan membandingkan 

kedua penetapan yang diambil oleh si penulis, yang mana dilakukan di 

Pengadilan Agama Boyoli dalam perkaranya. Adapaun beberapa 

perbedaan dengan skripsi penyusun adalah dari segi pertimbangan yang 

lebih kepada ke kajian sosiologis, kemudian tempat dan nomor perkara 

yang diambil sehingga menjadikan banyak perbedaan di dalamnya. 

Yang terakhir skripsi karya dari Zakiyuddin Abdul Adhim.
16

 

Dalam skripsi tersebut membahas tentang penetapan dispensasi nikah yang 

ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam serta berbagai pertimbangan 

                                                           
15

 Kholifatun Nur Mustofa, “Penetapan Hakim Dispensasi Nikah Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Boyolali (Perkara No. 063/Pdt.P/2015/PA.BI dan No. 012/Pdt.P/2016/PA.BI)”, 

Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 2016. 

 
16

 Zakiyuddin Abdul Adhim, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap 

Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates)”, 

Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 2017. 
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dalam mengkaji penetapan perkara dispensasi nikah. Berbeda dengan 

penyusun yang mengkaji lewat kajian sosiologis atau yang terdapat pada 

lingkungan yang ada di kota penyusun meniliti, sehingga dari tempat dan 

nomor perkaranya jelas berbeda dengan penyusun teliti sampai jenis 

penelitian yang berbeda. 

Sejauh yang penulis ketahui, penelitian yang terkait dengan judul 

yang diajukan penulis belum ada yang mengkaji secara khusus tentang 

beberapa  pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 

0391/Pdt.P/2016/PA. CBN dalam kasus dispensasi nikah M. Alvin Faiz 

putra dari Ustadz M. Arifin Ilham. Hal ini menunjukan bahwa keaslian 

dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Perlindungan Anak 

Secara umum, dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 

35 Tahun 2014 berbicara tentang hak-hak anak. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 

2 yang berbunyi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”.
17

 Dengan mengacu pada pasal tersebut, terdapat prinip-

prinsip dasar hak anak di antaranya: 

                                                           
17

 Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak. 
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- Non diskriminasi; 

- Kepentingan terbaik bagi anak; 

- Hak untuk hidup; 

- Penghargaan terhadap pendapat anak. 

Hak perlindungan anak ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (3) dan (4) 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, yang menyebutkan: “anak berhak atas pemeliharaan 

dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah 

dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap 

lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat 

pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.
18

 

Dalam pernikahan pun tidak terlepas dengan adanya suatu 

perjanjian perkawinan, di mana di dalam perkawinan itu dapat 

dilangsungkannya perkawinan dengan adanya persetujuan kedua belah 

pihak baik dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan.
19

 Sehingga 

pernikahan di bawah umur, anak tidak lagi dapat memanfaatkan waktu 

luang untuk bergaul, bermain, serta berekspresi dengan teman-teman 

sebayanya. Anak yang menikah di bawah umur dianggap menjadi orang 

dewasa yang mempunyai tanggung jawab terhadap rumah tangga, isteri 

serta anak-anaknya. Pernikahan seperti ini sangat jelas membatasi 

pergaulan dengan teman sebayanya. 

                                                           
18

 Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak. 

19
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), hlm. 18.  
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Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban orang tua untuk 

melindungi anak-anaknya, mendidik, bahkan menafkahinya sampai ia 

dewasa. Anak mestinya dilindungi dari hal-hal yang membawa dampak 

negatif terhadap perkembangannya. Dengan adanya perkawinan anak di 

bawah umur ini, perlindungan orang tua yang tulus dan sejati menjadi 

berkurang karena beralih kepada suami maupun isteri. 

2. Prinsip Keadilan 

Prinsip keadilan yang dimaksud ialah menempatkan diri dari 

masing-masing anggota keluarga secara proporsional dan berimbang 

dalam kehidupan rumah tangga. Berimbang antara memenuhi hak diri 

pribadi, dengan memenuhi hak anggota keluarga, dengan hak kerja, dan 

dengan hak sosial. Dengan itu tujuan perkawinan untuk membentuk 

keluarga yang damai, tenteram, sejahtera dan penuh cinta kasih sayang 

akan tercapai dengan baik.
20

 Prinsip keadilan ini banyak disebutkan dalam 

ayat Al-Qur‟an, meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam 

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keluarga dalam rumah tangga.  

Adapun salah satu asas atau prinsip perkawinan ini dijelaskan di 

dalam Penjelasan Umum angka 4 (empat) Undang-undang No. 1 Tahun 

1974 ialah calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk 

melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan 

                                                           
20

 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 

2004), hlm. 65-67. 
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secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang 

baik dan sehat. 

Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon 

suami istri yang masih di bawah umur. Adapun batasan umur seseorang 

untuk bisa melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 adalah bagi wanita harus sudah berumur 16 tahun dan bagi 

pria harus sudah berumur 19 tahun. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini 

adalah: 

a) Kebiasaan perkawinan anak-anak atau perkawinan yang masih 

berumur kurang dari batasan umur yang telah ditetapkan harus 

dihapuskan, karena hanya akan menambah beban dan tanggung jawab 

bagi orang tua. 

b) Prinsip ini juga untuk menunjang terlaksananya program keluarga 

berencana (KB), guna menjaga pertumbuhan penduduk yang menjadi 

masalah nasional. 

c) Diharapkan pula prinsip-prinsip ini mampu untuk mengurangi angka-

angka kelahiran dan angka perceraian. Karena perkawinan yang 

dilakukan oleh calon suami-isteri masih muda, belum mampu untuk 

bertanggung jawab sendiri sehingga sangat mudah menimbulkan 

perceraian.
21

 

3. Kepentingan Terbaik Bagi Anak 

                                                           
21

 Dadan Muttaqien, Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian, (Yogyakarta: 

Insania Press, 2006), hlm. 61-62. 
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Yang dimaksud dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak 

(the best of interest of child) adalah bahwa dalam semua tindakan yang 

menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan 

legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak 

harus menjadi pertimbangan utama (pasal 3 ayat I Konvensi Hak Anak). 

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak mengingatkan kepada semua 

penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan 

dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang 

dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik menurut 

kepentingan anak. Boleh jadi, maksud orang dewasa memberikan bantuan 

dan menolong, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah penghancuran 

masa depan anak.
22

 Begitupula dalam masalah pernikahan dini agar 

mempunyai pertimbangan yang kuat untuk bisa melangsungkannya atau 

lebih baik menunggu pada usia yang matang dan telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam mewujudkan tujuan suatu perkawinan yang dapat 

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah. Selain itu, di 

dalam perkawinan hanya orang-orang yang telah mampu yang dapat 

melangsungkan pernikahan, sedangkan dalam persolan batas usia untuk 

menikah tidak dijelaskan di dalamnya. Ada beberapa alasan orang untuk 

segera melangsungkan pernikahan yaitu salah satunya agar diri seseorang 

                                                           
22

 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 30. 
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terhindar dari zina dan fitnah orang lain, selain dari perkawinan itu sunnah 

rosul. Menikah bisa wajib hukumnya apabila seorang laki-laki yakin akan 

berbuat zina apabila tidak menikah, sementara ia sudah mampu untuk 

melangsungkan pernikahan.
23

 

Adapun bisa dilihat dari segi Maqashid Asy-Syariah sebagai 

bentuk nilai-nilai yang tersirat dalam bagian terbesar dari hukum-hukum, 

nilai dan sasaran pandangan yang dijadikan sebagai tujuan untuk 

melengkapi suatu ijtihad. Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan maqashid 

syari‟ah sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum 

partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa 

perintah, larangan, dan mubah. Sedangkan ulama ushul fiqh 

mendefinisikan bahwa maqashid syari‟ah dengan makna dan tujuan yang 

dikehendaki syara‟ dalam mensyari‟atkan suatu hukum bagi kemaslahatan 

umat manusia.
24

 

Pendekatan ijtihad dengan premis untuk merealisasikan manfaat 

(maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah), „illah dari pendekatan ini 

dinamakan hikmah pada setiap kasus. Misalnya kasus perkawinan di 

bawah umur ini dengan memohon dispensasi ke Pengadilan, sehingga 

pertimbangan tersebut membutuhkan suatu ijtihad atau pertimbangan agar 

                                                           
23

 A. Rahman, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, (Jakarta: Raja Grafindo, 

1996), hlm. 212. 

24
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-

syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231, diakses pada tanggal 18 Februari 

2018. 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231
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dapat memberikan suatu kemanfaatan dan menolak kemafsadatan dalam 

suatu pertimbangan hukum tersebut.
25

 

Adapun yang disebut Maslahah mursalah adalah maslahah yang 

hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi 

perkawinan terhadap anak yang belum cukup umur untuk melakukan 

perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul 

mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-

masing mempelai dan menghindarkan dari perbuatan yang dilarang atau 

perbuatan dosa yang dilakukan oleh pasangan yang belum mempunyai 

ikatan janji suci. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini 

adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field reseach) yaitu 

penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian yang terkait 

dengan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah. 

Penulis mencari data dan didukung dengan wawancara kepada hakim yang 

bersangkutan untuk dijadikaan sebagai sumber data. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

deskriptif-analitik yaitu menguraikan secara menyeluruh dan teliti sifat 

atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu dengan mengumpulkan 

                                                           
25

 https://muamalatku.com/maqashid-syariah/, diakses pada tanggal 18 Februari 2018. 

https://muamalatku.com/maqashid-syariah/
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fakta-fakta yang ada. Hasil penelitian bertujuan untuk memberikan 

gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang 

diselidiki dengan menjelaskan keadaan dilapangan terkait pelaksanaan 

dispensasi nikah terhadap putra dari ustad Arifin Ilham. 

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis-empiris.
26

 Dengan pendekatan ini penyusun akan meneliti semua 

masalah yang ada dibagian rumusan masalah dengan datang ke lapangan 

tepatnya di pengadilan agama Cibinong, untuk mengetahui apa yang 

terjadi dan bagaimana penyelesaian yang diambil oleh hakim pengadilan 

agama Cibinong dalam mengabulkan suatu permohonan dispenasi nikah 

terhadap putra dari Ust. Arifin Ilham yakni M. Alvin Faiz. Sehingga ia 

dapat melangsungkan pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan atau 

nikah dibawah umur. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

                                                           
26

 Pendekatan yuridis-empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam 

praktik di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang 

dilakukan secara langsung ke lapangan. 
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Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses 

tanya jawab yang dilakukan dengan satu arah.
27

  Wawancara yang 

dilakukan dalam penelitian ini diadakan secara langsung dengan 

narasumber yaitu dari pihak  pengadilan (Hakim yang memutus perkara 

dispensasi nikah M. Alvin Faiz), dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan oleh penyusun.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif  

dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh 

melalui catatan, buku, surat kabar, dan artikel yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti oleh penyusun. 

5. Analisis Data 

Analisis data ditujukan untuk mengorganisasikan data yang telah 

dikumpulkan yang terdiri dari catatan yang diperoleh dilapangan dan 

tanggapan peneliti. Seluruh data penelitian yang telah dikumpulkan 

ataupun diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai 

kejelasan masalah yang akan dibahas.
28

 

G. Sistematika Pembahasan  

                                                           
27

Hadadi Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1993), hlm.100. 

 
28

Soetrisno Hadi, Metodelogi Reseach Jilid II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikologi UGM, 1985), hlm.14.  
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Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi 

ini agar terarah secara metodis, penyusun menggunakan sistematika 

sebagai berikut:  

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah 

kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab pertama ini berguna untuk mengantar keseluruhan bagian dalam 

skripsi ini. 

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang konsep batas usia 

perkawinan dan dispensasi nikah yang memuat: ketentuan seputar batas 

usia untuk melaksanakan perkawinan, tentang dispensasi nikah. Hal ini 

diperlukan karena untuk memperoleh pemahaman tentang masalah 

perkawinan dan ketentuan perundang-undangan tentang batas usia 

melangsungkan perkawinan, dimaksudkan sebagai titik tolak dalam 

kepastian hukum tentang batas usia perkawinan. 

Bab ketiga, membahas tentang penetapan dan gambaran umum 

Pengadilan Agama Cibinong. Bab ini akan membahas tentang penetapan 

Pengadilan Agama Cibinong dan sedikit gambaran kronologi tentang  

instansi Pengadilan Agama Cibinong. 

Bab keempat, analisis terhadap dasar dan kebijakan hakim 

Pengadilan Agama Cibinong terkait permohonan dispensasi perkawinan 



21 
 

 
 

nomor: 0391/Pdt.P/2016/PA. CBN. Hal ini diperlukan untuk memperoleh 

penjelasan mengenai perkara tersebut.  

Bab kelima, bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan 

hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan dalam 

penelitian.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari uraian tentang Perkawinan di bawah umur 

Muhammad Alvin Faiz dan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 

0391/Pdt.P/2016/PA.CBN di atas penyusun mengambil suatu kesimpulan:  

1. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi pekawinan antara 

Muhammad Alvin Faiz dengan Larissa Chou, Majelis Hakim melihat 

dari segi kemaslahatan yang ada serta menghilangkan suatu 

kemudharatan bagi kedua calon mempelai apabila tidak segera 

dinikahkan. Dalam hal ini, hakim tidak ingin adanya terjadi hal yang 

tidak diinginkan, sehingga hakim mendengar keterangan dari para saksi 

di persidangan bahwa kedua calon mempelai telah lama saling 

mengenal dan saling suka sama suka, sehingga susah untuk dipisahkan.  

2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi perkawinan M. Alvin Faiz pada Penetapan 

Nomor 0391/Pdt.P/2016/PA.Cbn, merujuk pada beberapa faktor yang 

ada, seperti halnya faktor kemapanan calon suami, faktor penghindaran 

zina, dan faktor permasalahan lain yaitu penghindaran nikah siri dan 

stigma negatif terhadap masyarakat sekitar. Nyatanya, permohonan 

dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon itu tidak bertentangan 
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dengan Pasal 8 Undang-undang Perkawinan serta telah memenuhi 

rukun 



87 
 

 
 

dan syarat pernikahan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 dan 

18 Kompilasi Hukum Islam. 

B. Saran 

1. Untuk Hakim-hakim Pengadilan Agama, alangkah baiknya lebih teliti 

dan dicermati kembali dalam memeriksa dan memutuskan suatu 

penetapan permohonan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di 

bawah umur. Hal ini perlu dipertimbangkan agar bisa memberikan 

suatu efek jera kepada orang yang memohon dispensasi perkawinan 

apabila tidak adanya hal yang mendesak sekalipun, sehingga dapat 

memberikan manfaat untuk orang lain agar bisa mengikuti peraturan 

perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Bagi para pemohon dispensasi perkawinan serta masyarakat semuanya, 

agar lebih menanamkan pendidikan agama dari sejak dini kepada 

anak-anak kita khususnya di dalam keluarga. Sehingga anak-anak kita 

dapat memahami cara berperilaku yang baik dan benar serta tidak 

terjerumus pada pergaulan bebas yang dapat menimbulkan seks bebas 

(diluar nikah). Masyarakat sekitar pun hendaknya dapat lebih 

memahami maksud diberlakukannya peraturan tentang batas usia 

untuk menikah serta dapat mentaatinya dengan bijak. Sehingga 

perkawinan di bawah umur dapat dihindari demi mewujudkan 

kehidupan lebih baik dan menjauhkan dari kemudharatan.
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TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADIS DAN ISTILAH ASING 

Hal. 

Nomor 

Footnote 

Ayat al-Qur‟an dan 

Hadis 

Terjemahan Ayat 

2 2 QS. An-Nūr (24): 32 Dan nikahkanlah orang-orang 

yang masih membujang di 

antara kamu, dan juga orang-

orang yang layak (menikah) 

dari hamba-hamba sahayamu 

yang laki-laki dan perempuan. 

Jika mereka miskin, Allah 

memberi kemampuan kepada 

mereka dengan karunia-Nya. 

Dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya), Maha 

Mengetahui. 

2 3 Hadis diriwayatkan oleh 

Shahih Bukhārī No. 

5066. Muslim No. 1400. 

Wahai sekalian pemuda..! 

Siapa di antara kalian yang 

sudah sanggup berkeluarga 

maka hendaklah ia menikah, 

karena hal itu lebih menjaga 

pandangan, dan memelihara 

syahwat/kemaluan, dan siapa 



 
 

 

 

yang belum sanggup/menikah, 

maka hendaklah ia berpuasa 

karena itu meredakan/syahwat. 

23 30 QS. An-Nūr (24): 32 Dan nikahkanlah orang-orang 

yang masih membujang di 

antara kamu, dan juga orang-

orang yang layak (menikah) 

dari hamba-hamba sahayamu 

yang laki-laki dan perempuan. 

Jika mereka miskin, Allah 

memberi kemampuan kepada 

mereka dengan karunia-Nya. 

Dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya), Maha 

Mengetahui. 

23 31 QS. An-Nisa‟ (4): 6 Dan ujilah anak-anak yatim itu 

sampai mereka cukup umur 

untuk menikah. Kemudian jika 

menurut pendapatmu mereka 

telah cerdas (pandai 

memelihara harta), maka 

serahkanlah kepada mereka 

hartanya. 



 
 

 

 

23 32 Hadis diriwayatkan oleh 

Shahīh Bukhārī No. 

5066. Muslim No. 1400. 

Wahai sekalian pemuda..! 

Siapa di antara kalian yang 

sudah sanggup berkeluarga 

maka hendaklah ia menikah, 

karena hal itu lebih menjaga 

pandangan, dan memelihara 

syahwat/kemaluan, dan siapa 

yang belum sanggup/menikah, 

maka hendaklah ia berpuasa 

karena itu meredakan/syahwat. 

28 44 QS. Al-Baqarah (2): 

233 

Dan ibu-ibu hendaklah 

menyusui anak-anaknya 

selama dua tahun penuh, bagi 

yang ingin menyusui secara 

sempurna. Dan kewajiban 

ayah menanggung nafkah dan 

pakaian mereka dengan cara 

yang patut. Seseorang tidak 

dibebani lebih dari 

kesanggupannya. 

29 45 QS. An-Nisa‟ (4): 19 . . . Dan bergaullah dengan 

mereka menurut cara yang 

patut. 



 
 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Hasil wawancara dengan Hakim tentang perkara dispensasi 

perkawinan Muhammad Alvin Faiz di Pengadilan Agama Cibinong.  

(Narasumber: Ibu Dra. Hj. Evi Triawanti) 

 

1. Menurut Ibu apa yang menjadi penyebab utama ketika seringnya terjadi 

perkawinan di bawah umur ? 

Jawab: Penyebabnya biasanya karena sering bertemu dengan lawan jenis, 

sehingga timbul rasa saling suka. Kemudian ada pula yang karena 

hamil di luar nikah, ini tidak memandang orang miskin atau tidak 

berpendidikan, tetapi ada juga orang tuanya yang berpendidikan 

anaknya malah terjerumus ke dalam hal negatif. Namun biasanya 

seringnya karena ada by accident. 

 

2. Di dalam UU Perkawinan usia minimal untuk bisa menikah bagi laki-laki 

19 tahun dan 16 tahun bagi wanita. Apakah semua orang dapat 

mengajukan dispensasi nikah ke Pengadailan ? 

Jawab: Ya, semua orang dapat mengajukan dispensasi nikah apabila orang 

tersebut merasa tidak cukup umur yang telah ditentukan UU 

Perkawinan. 

 

3. Menurut Ibu apa saja dampak positif dan negatifnya dari adanya 

perkawinan di bawah umur itu ? 

Jawab: Dampak positifnya bisa terhindar dari perzinaan atau hal-hal yang 

dilarang oleh agama. Sedangkan dampak negatifnya, belum siap 

mental baik secara psikis maupun biologis dan dari segi materi dari 

laki-laki maupun wanita. 

 



 
 

 

 

4. Dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah. Apa saja prosedur yang 

harus dipenuhi di Pengadilan Agama Cibinong ini ? 

Jawab: Prosedurnya seperti biasa, masuk perkara lalu dibuatkan surat 

permohonan itu bisa sendiri atau pakai lawyer. Lalu bayar perkara 

bisa persekot atau prodeo dan prosedurnya sama seperti halnya 

pengadilan yang lainnya karena telah ditentukan. 

 

5. Alasan apa sajakah yang biasa pemohon ajukan ketika memohon 

dispensasi perkawinan ke Pengadilan ? 

Jawab: Tentunya karena umurnya kurang, sudah saling kenal dan tidak 

mau terjerumus ke dalam perzinaan, kedua belah pihak keluarga 

telah menyetujuinya, serta karena adanya hamil di luar nikah (by 

accident). 

 

6. Biasanya sampai berapa lama hingga perkara permohonan dispensasi itu 

diputuskan ? 

Jawab: Tidak tentu, biasanya kita menasehati terlebih dahulu. Apabila 

keinginan itu tetap tidak ingin diubah, maka kami akan bacakan 

surat permohonan nya, kalau siap bukti bisa satu kali sidang, dua 

kali sidang. Untuk kasus Alvin ini dua kali sidang karena waktu itu 

belum cukup bukti. Jadi, tidak bisa diprediksi dan ini sifatnya 

voluntair. 

 

7. Terkait dikabulkannya perkara permohonan dispensasi nikah Alvin. Apa 

saja yang menjadi pertimbangan Ibu selaku Majelis Hakim pada saat itu ? 

Jawab: Ada banyak alasan dan pertimbangan, diantaranya karena 

kemaslahatan, sudah saling kenal mengenal, ekonomi memadai, 

tidak adanya halangan untuk menikah, sama-sama beragama Islam, 

menghilangkan kemudharatan, orang tua setuju. Tetapi tidak hanya 

dilihat dari ekonomi yang mampu saja. 

 



 
 

 

 

8. Apakah ada kemungkinan Ibu untuk menolak dispensasi nikah tersebut ? 

Jawab: Bisa, apabila dari salah seorang bukan beragama Islam, dari 

keluarga tidak menyetujuinya, dan catatan penting lainnya yaitu 

surat penolakan dari KUA.  

 

9. Berhubung pada saat itu Alvin masih sekolah, apakah Ibu bisa menjadikan 

suatu alasan tersebut untuk menolak permohonan dispensasi nikahnya? 

sehingga bisa menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu dan ekonomi 

pun akan tambah baik lagi. Bagaimana pandangan Hakim tentang itu ? 

Jawab: Jadi gini, karena memang dalam UU Perkawinan bahwa dispensasi 

nikah itu boleh dengan catatan ada izin dari Pengadilan. Maka 

disini tidak ada celah untuk bisa menolaknya, dikarenakan orang 

tua Alvin pun setuju anaknya menikah dan wali dari pihak 

perempuan juga setuju. Karena hakim itu bisa menolak perkara 

karena ada celah untuk menolak. Waktu itu pandangan Majelis 

Hakim terhadap Alvin untuk berdakwah, sehingga dengan 

seringnya kelihatan berdua jadi apabila ditolak lebih khawatir. 

 

10. Apakah ada kemungkinan faktor lainnya dengan mengabulkan dispensasi 

niklah tersebut? Misalnya karena orang tuanya seorang publik figur dan 

lainnya? 

Jawab: Tidak, karena memang sebelumnya Ibu tidak mengenal siapa itu 

Alvin. Bahkan pada saat itu suasana biasa saja seperti hari-hari 

biasanya, tidak adanya keramaian atau apapun itu. Dalam perkara 

ini bukan minta dipercepat sidang tetapi hanya minta dipercepat 

permohonan penetapannya, karena untuk dapat melangsungkan 

pernikahan tersebut. Ini murni tidak ada faktor yang menjadikan 

dorongan untuk bisa mengabulkan permohonan dispensasinya. 

Awalnya tidak heboh, tetapi setelah ada keputusan dan 

dilangsungkannya pernikahan itu baru heboh. Seharusnya memang 

setiap perkara yang selesai pada hari ini, maka harus ada putusan 



 
 

 

 

juga pada hari itu karena memang ini pelayanan prima Pengadilan. 

Namun, dikarenakan banyaknya perkara yang masuk dan harus 

diselesaikan jadi tidak memungkinkan selesai pada hari itu juga. 

 

11. Apakah di Pengadilan Agama Cibinong ini ada kasus yang sama seperti 

kasus Alvin dengan mengajukan permohonan dispensasi dari pihak laki-

laki? 

Jawab: Ada banyak. Tetapi, dengan alasan yang berbeda seperti hamil 

diluar nikah, ataupun hanya untuk menghindari perzinaan. Namun, 

selama ini kebanyakan alasannya hamil diluar ikatan perkawinan. 

 

12. Apakah di Pengadilan Agama Cibinong terdapat kasus dispensasi nikah 

yang ditolak ? 

Jawab: Ibu belum pernah menolak. Tetapi kalau memang tidak cukup 

bukti mungkin ditolak, dan Ibu pun belum pernah mendengar juga 

yang ditolak. Namun biasanya kalau memang sudah cukup syarat 

dan rukunnya ya diterima atau dikabul. Tidak menutup 

kemungkinan, pasti ada yang ditolak karena setiap perkara ada 

dikabul dan ditolak. 

 

13. Apabila permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak, apakah ada upaya 

hukum lainnya ? 

Jawab: Ada. Itu bisa kasasi langsung. 

 

14. Apa yang menjadi landasan hukum terhadap perkara permohonan 

dispensasi nikah dikabulkan atau ditolaknya ? 

Jawab: kalau ditolak, karena memang tidak cukup syarat-syarat. 

Sedangkan apabila dikabul itu sesuai prosedur yang ada yaitu UU 

Perkawinan Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum 

Islam. 
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